KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 444 TAHUN 2010

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 1 TILATANG KAMANG
KABUPATEN AGAM

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia khususnya biqang
pendidikan Menengah Kejuruan, perlu meningkatkan daya tampung pendidikan
pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuru_an;

b. bahwa Tim Pendiri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tilatang Kamang telah
mengajukan  permohonan  Izin Operasional - melalui surat  Nomor
2(56/108.21.08/SMK-01/KP-2010 Tanggal 01 Mei 2010;

C. bahwa berdasarkan hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Survey Dinas
Pendidikan Kabupaten Agam, Sekolah Menengah - Kejuruan Negeri 1 Tilatang
Kamang telah memenuhi Syarat untuk Penetapan, Pendiriannya sesuai dengan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Penetapan
Pendirian Sekolah; _

d. bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penetapan pendirian
sekolah negeri ditetap<an dengan Keputusan Bupati. -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)>

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentany Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4, Undang-undang Nomor 32  Tahun .2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dya kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaian Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);



o
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6).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU . Mendirikan Sekolah Menéngah Kejuruan Negeri 1 Tilatang Kamang Kecamatan
Tilatang Kamang, dengan program dan Kompetensi keahlian sebagai berikut :
No | Bidang Studi Keahlian Program Studi Keahlian | Kompetensi Keahlian
1. | Teknik Komputer dan Teknik Komputer dan | Teknik Komputer dan
Informatika - Informatika Jaringan
2. | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan Teknik Gambar
Bargunan
3. | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif Teknik  Kendaraan
. Ringan
4. | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kelistrikan Teknik Instalasi
Tenaga Listrik
KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tilatang Kamang terletak di Jorong Rawang
Bunian Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
KETIGA : Pengaturan terhadap Kepala Sekolah, gury, dan karyawan akan ditetapkan
kemudian oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan ; ¢
1. Menteri Pendidikan Nasional Rl di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta.
3. Gubemur Sumatera Barat di Padang. .
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Propinsi Sumatera Barat di Padang. °
5. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Bappeda Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
8. Kepala BKD Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
9. Camat Tilatang :(amang di Koto Tangah.
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman

Pendirian sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam meor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor




